
BUPATT MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 5' TAHUN 2021

TEI{TANG

PEDOMAN PENGEI,OI,AAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAU'AS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

: a. bahwa ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 6O tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Peranglat Daerah wajib

melakukan penilaian risiko;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitss penerapan SPIP,

diperlukan risiko yang dapat

digunakan untuk mengelola rieiko di linglungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagpislglls dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Peranglat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi rawas

Utara;

Mengingat : l.Undang-Undang Nomor 28 Tal-un 1999 tentang
Negara Yang Bersitr dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor T5,Tambahan
Lembararr Negara Republik krdonesia Nomor 385U;

2 -Undang-Undang Nomor 31 Tal-un 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi (Iembaran
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Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor l4O,
Tambal an lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3A471 telah diubah derrgan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Peru bal.an Atas

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang
Pemberantasanr Tindak Pidana Korupsi {Lembaran
Negara Republik Irrdonesia Tahun 2OO1 Nomor L34,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a15O);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor

42861;

4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355h

S.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan

Kabupa.ten Musi Rawas Utaxa di Provinsi Sumatera Selatan (

Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 112,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terekhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14

tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega.ra

Republik Indonesia Nomor 5679);

T.Peraturan hmerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem

Intern Pemerintah {lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a890l;

8.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor Per-L326 / KILB l2OO9 tentang Pedoman

Teknis
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g.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan darr

Pembangunan Nomor Per-688/K/D 4 I 20 12 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Risiko diLingkungan Instansi
Pemerintah;

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Peranglat

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ( Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Tatrun 2O16 Nomor 3 )

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahu n 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangt<at Daerah Kabupaten

Musi Rauras Utara ( l.cmbaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1 );

l l.Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 91 Tahun 2O17

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di lingkungan kmerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara ( Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2O17 Nomor 91 );

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAIV BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG

PEDOMAN PENGEIOI,AAN RISIKO PADA PERANGKAT

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA.

BAB.I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten

Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kabupaten.

5. Inspektorat l(abupaten Musi Rawas Utara yang selanjutnya disebut
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Inspektorat adalah peranglrat daerah yang merupakan aparat pengawasan

intern pemerintah yang bertanggungiaurab langeung kepada Bupati.

6. Sistem Pengendalian Intern krnerintah yang selanjutnya disingkat SPIP

adalah sistem intern yang secara

menyeluruh di Iingftungan pemerintah kabupaten-

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit keqia yang

melaksanakan pengelolaan risiko-risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit keq'a yang bertuga.s me.rnantau pelaksanaan

pengelolaan risiko pada UPR dilingkung;an pernerintah daerah dan
perangkat daerah.

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yzrng mengancam pencapaian tujuan
kegiatan dan sasaran perangkat daerah.

10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangt<an pengendalian yang

sudah ada.

1't. Analisis Risiko adalah prosles penilaian terhadap risiko yang telah

teridentilikasi dalam rangla mengestimasi kemungkinan munculnya dan

besaran dampalmya untuk menetapkan level atau status risikonya.

12. Identifikasi Risiko adalah pro$es menetapkan apa, dimana, kapan,

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak

negative terhadap pencapaian tu-iuan.
'13. Rencana findak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah

uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat

daerah.

14. Reviu adalatr ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu

kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan

menentukan faktor-faktor yang keberhasilan atau

kegagalan suatu kegiatan dalam meacapai tujuan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

[ima) Tahun.

17. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renstra OPD adatah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah

untuk periode 5 (lima) Tahun.

18. Kebljakan Umum APBD yang eelanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebdakan bidang pendapatan, belanja, dan pernbiayaan serta
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asumsi yang mendasarinya untuk periode l{satu) Tahun.

19. Prioritag dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dieingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam

penlrusunan RKA-OPD sebelum di sepakati dengan DPRD.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Ferangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja progranr dan kegiatan perangkat daerah serta

rencana pembiaya.an sebagai daear penyusunan Anggaran Pendapatan dan

belanja daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan eebagai a.cuan b.gr pqiabat/ seluruh
pegawai pada Kabupaten untuk melakukan pengelolaan risiko pada

pemerintah Kabu paten-

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam

mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tu-iuan pemerintah

Kabupaten.

BAB II
PENGELOI,AAN RISIKO

Pasal 3
(1) Pengelolaan risiko pemerintah Kabupaten dilakukan atas tujuan strategis

pemerintahan Kabupaten, tduan strategis perangkat daerah, dan tujuan
pada tinikatan kegiatannya

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan

c. penyelenggaraan pmses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud ddam Pasal 3

ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Perangkat

Daerah.
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{2) pengembangan Budaya Sadar Risiko sebogaimana dimaksud pada ayat (1}

dilakukan melalui:

a. pemaharnan Risiko kepada setiap pegav/ai diseluruh tingkatan
organisasi disetiap satuan kerja;

b. sosialisasi Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses

pengambil,an keputusan diseluruh tingkatan organieasi; dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),berupa:

a- pertimbanga.n Risiko dalam setiap pengambilan keputu san;

b. sosialisasi berkel,anjutan pentingnya Manajemen Risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagran Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengeloLaan risiko dibentuk struldur pengelolaan risiko,
yang terdiri atas:

a. bupati sebagai penanggungiawab pengelolaan risiko;

b. sekretaris daerah Kabupaten sebagai Koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah Kabupaten;

c. bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebogai Unit Pemilik Risiko

(uPR);

d. asisten sekretaris daerah sebagai unit kepatuhan; dan

e. inspelrtur daerah sebagai penanggungiawab pengawasan.

(2) Bupati sebagai penanggungiawab pengelolaan risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan
pengelolaan riaiko pemerintah kabupaten.

(3) Sekreteris Daerah sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah ka.bupaten sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf b

berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah

kabupaten.

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagei6arr6

dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungiawab melakukan pengelolaan

risiko di lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud
6



pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di linglungan pemerintah ka.bupaten dan peranglat daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penangungiawab pengawasan sebagaimana

dimaksu d pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang

memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah Kabupaten.

Pasa] 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah Kabupaten,

Bupati membentuk Komite Pengelolaan Rieiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bupati sebagai ketua;

b. kepala bappeda atau Organisasi Peranglat Daeratr sejenis sebagai

koordinator merangkap anggota; dan

c. kepala dinas/OPD/SKPD sebagai anggota.

Komite Pengelolaa.n Risiko

tugas:

Pasal 7

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki

a- melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko

kabupaten yang meliputi sosialisasi,bimbingan,supenisidan pelatihan

pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah kabupaten; dan

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris

Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagei penanggungiawab pengelolaan risiko sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atae:

a. unit Pemilik Risiko Tingkat Pernerintah Kabupaten;

b. unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan

c" unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan tV.

Pasal 9

(i) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam pasal I ayat{l) memiliki tugas:

a. menlrusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pernerintah kabupaten;

b. menyu su n rencana kerja pengelola-an risiko ditingkat pemerintah

kabupaten;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
7



dan sasaran strategis pemerintah kabupaten;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikaei dan analisis risiko;dan

e. menata usahakan proses pengelolaan risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
ayat(2) memiliki tugas;

a. menyusun strategis pengelolaan risiko ditinglat unit eselon II pada OPD

masing-masing;

b. menSrusun rencara kerja pengelolaan risiko ditingkat unit eselon II pada

OPD rnasing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tuju an

dan sasaran strategis OPD;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil

identifi kasi dan analisis risiko;dan

e. menata usahakan proses pengelolaan risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV eebagaimana dimaksud dalam

pasal 8 ayat(3) merniliki tugas:

a. melakukan identiJikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan

identifikasi dan analisis risiko;dan

c. menata usahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:

a. identilikasi kelemahan lingkungan

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian

risiko hasil

d. informasi dan komunikasi;dan

e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko eebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan

dalam suatu siklus berkelanj utan.

(3) Setiap sildus sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mempunyai periode

penerapan selama l(eatu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat(l) harus
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menjadi bagran yang terpadu dengan proses manajemen secara

keseluruhan, menyatu dalarn budaya. organisasi, dan dieesuaikan dengan

proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Linglungan Pengendatiarr

Pasal 11

(1) Identifrkasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian datam

mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat

Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap

sub unsur lingkungan pengendalian intern.

ParagrafKedua

Penilaian Riaiko

Pasal 12

(l) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentilikasi risiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan

kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2| Penilaian risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemkab;

b. tujuan strategis (entitasl OPD;dan

c. tuju arl operasional (kegiatan) OPD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses

penJrusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4f Penilaian risiko atas tu.iuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bereamaan dengan proaes pen5rusunan

renstxa OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses

pen5rusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKAOPD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;

b. identilikasi riaiko;dan

c. analisis Risiko.
9



Pasal 13

konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteksltu.juan dal
kriteria risiko.

Pasal 14

(1) Penetapan konteka/tujuan bertujuan untuk tujuan inetensi

dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingftatan yaitu

konteks strategis Pemkab, konteks strategis (entitas) OPD,dan konteks

(31 Tujuan dalam konteks strategis Pemkab ditetapkan berdasarkan tujuan
strategis Pemkab sebaga.:imana tercantum dalarn dokumen RPJMD.

(a) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan

tujuan strategis OPD sebaeaimana tercantum dalam dokumen Renstra

OPD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan

tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKAOPD.

Pasal 15

(1) Penetapan lGiteria penilaian risiko bertujuan memberikan

Jrang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
(2) I(riteria penilaian risiko meliputi:

a. skala dampak risiko;

b. skala kemungkinan risiko;dan

c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifrkasi risiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan diling|<ungan Pemkab yang meliputi
tujuan strategis Pemkab, tuju an strategis (entitas) OPD, dan tuJuan

operasional (kegiatan) OPD.

(2) Tahap pelaksanaan identilikasi risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian

tujuan,pemilik risiko,sebab risiko,sumber risiko,dan dampak risiko; dan

b. mendokumentaeikan proaea identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

{1) Analisis risiko merupakan langfuh untuk menentukan nilai dari suatu sisa
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risiko dengan mengukur nilai kemunglnnan dan dampalmya.

{2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1} suatu risiko dapat

ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana

tindak pengendalian -

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisis dampak dan kemungfuinan risiko;

b. memvalidasi risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;dan

d. men5rusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

ParagrafKetiga

Kegiatan Fengendalian

Pasal 18

(fl Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan

renciarra tindak pengendalian (RTP).

(2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:

a. pembangunan infrastnrktur pengendalian yang arrtele lain dapat-

berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan

b, pelaksanaan kebiiakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(l) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat

komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalarn setiap tahapan

pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,

proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Kabupaten menggunakan berbagai bentuk dan sarana

informasi dan komunikasi yang efektif dalam mela.kukan pengelolaart

risiko.

Paragraf Kelima

Pemantauan

Pasal 2O

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko
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telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan aecera berjenjang mulai dari

Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kcpala Baeian/Kepala Bidang

(Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala 5g6 Begian (Pejabat Eselon IV)

sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.Pelaksanaan

pemantauan pengelolaan risiko pemerintah kabupaten oleh Kepala Daerah

dapat di delegasikan kepada unit kepatuhan.
(3) Pernantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh

Inepektorat selaku penanggungiawab penga.wasan pengelola.an risiko
meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi,dan pengawasan lainnya.

BAB III
PEI.APORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka rnendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pernerintah

kabupaten menJrusun laporao pengelotaan risiko.
(2) laporan pengelolaan risiko meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik rieiko;dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
(3) t aporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a

disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko

strategis Pemda, penilaian risikos trategis (entitas) OPD/SKPD, dan

penilaian risiko operasional OPD.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan

kepada Bupati, tembusan kepa.da Selaetariat Daerah dan unit kepatuhan

internal.

{5) r -qporan pelaksanaan risiko sebaga.imana dimaksud pada ayat (21 huruf a
dapat berupa dokumen penilaian risikoldokumen rencana tindak
pengendalian.

(6) l,aporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan,dan tahunan

disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah

dan unit kepatuhan internal.

[) l,aporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebqgsimana

dirnaksud pada ayat {21 huruf b untuk tingkat entitas Pemkab

dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemkab,sedangftan untuk tingkat

strategrs OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit
tz
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(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan,
dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada

Sekretaris Daerah
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglcan.

Agar setiap orang meng€tahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

Pada tanggd 3() A?Frr- 2A2L

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangfuan di Muara Rupit
padatanggal 2O2l

SEKRE'TARIS DAERAH

KAEIUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARATAHUN 2021
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